BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1721, 2016 KEMENHUB. ULP. Pembentukan. Pedoman.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 141 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM. 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan -efektifitas dan
peranan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan
Kementerian Perhubungan, perlu mengubah penempatan
Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Sekretariat
Jenderal,;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 41 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan

Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2010);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3957);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
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Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5655);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun
2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan
Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di
Lingkungan Departemen Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun
2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun
2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara
Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 55 Tahun
2013 tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 850);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 28 Tahun
2014 tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan
Untuk Pengadaan Barang di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1001);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun
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Menetapkan

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1012);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM. 41 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di
Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5
ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan
ayat (3), ditempatkan pada :
a. Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk ULP di
Sekretariat Jenderal,
b. Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk ULP di

Inspektorat Jenderal;



